


  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 

tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( 

PKK ); 

  6. 



KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala 

Desa yang lalu dinyatakan tidak berlaku. 




